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SUMMARY

Enforcement of Peraturan daerah in Implementation Of Main Duties and
Functions of Satpol PP Reviewing from Legal Norms Perspective in Pamekasan

Regency (Case Study of Controlling Street Vendors)

The participation of the community's role in the government system will
create perfect synergy to create good governance that wants perfect cooperation and
participation from the 3 main actors in the state, namely the government or
government, private or private parties, and society or civil society. The synergy of
these three elements is very important so that there is a process of making fair public
policies and equitable national development. The Civil Service Police Unit is a
regional apparatus tasked with assisting regional heads in the context of enforcing
regional regulations and maintaining public order and public peace. In the Regulation
of the Minister of Home Affairs it is also stated that the Civil Service Police Unit is
an apparatus of the Regional Government in maintaining and implementing public
peace and order as well as enforcing Regional Regulations, and in Article 1 paragraph
(8) of Government Regulation Number 6 of 2010 it is also stated that the Civil
Service Police Unit, hereinafter abbreviated as Satpol PP, is part of the Regional
Apparatus in the enforcement of Regional Regulations and the implementation of

public order and public peace.

Based on the results of the study and the author's findings related to the
problems that occurred in several areas in the Regency regarding the existence of
problems related to peace and order caused by the proliferation of street vendors at a
number of points, it is necessary to take firm action from the Civil Service Police
Unit. This is in line with the mandate contained in the Pamekasan Regency Regional

Regulation Number 5 of 2018 concerning the Empowerment of Street Vendors.

In this paper, the author will try to examine several points that can be used as

indicators of assessment of the main tasks and functions of the Civil Service Police
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Unit, Pamekasan Regency, East Java. Among them are accountability,
responsiveness, and effectiveness in enforcing local regulations related to the main
tasks of the Satpol PP Pamekasan Regency. Based on the Pamekasan Regency
Strategic Plan document for 2018-2023, the performance achievement of the Civil
Service Police Unit has not been maximized at the level of resolving K3 violations
(order, tranquility, aesthetics), this is because the service does not reach the target
because the handling of disturbances to peace and public order is still high and the
level of completion it is also not optimal, and the enforcement of regional regulations
is also not optimal, although every regional regulation violation can be handled and
resolved, these violations often repeat themselves and have not provided a deterrent
effect to the community. This shows that the Civil Service Police Unit has not
provided great benefits to the community. As for those who have not reached the
target, it is influenced by several factors, including the lack of support from existing
resources, both the resources of the Civil Service Police Unit apparatus as well as the

budget and other supporting infrastructure.
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RINGKASAN

PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DALAM PELAKSANAAN
TUGAS POKOK DAN FUNGSI SATPOL PP DITINJAU DARI PERSPEKTIF
NORMA HUKUM DI KABUPATEN PAMEKASAN (STUDI KASUS
PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA)

Penyertaan peran masyarakat dalam sistem pemerintahan akan menimbulkan
sinergisitas yang sempurna untuk menciptakan good governance yang menginginkan
adanya kerjasama dan partisipasi sempurna dari 3 aktor utama di negara, yaitu
pemerintah atau government, pihak swasta atau privat, dan masyarakat atau civil
society. Sinergitas ketiga elemen ini sangat penting agar terjadi proses pembuatan
kebijakan publik yang berkeadilan dan pembangunan nasional yang merata.Satuan
Polisi Pamong Praja adalah perangkat daerah yang bertugas membantu Kepala
Daerah dalam rangka menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan
ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Dalam Peraturan Menteri Dalam
Negeri juga disebutkan Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat Pemerintah
Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum
serta menegakkan Peraturan Daerahdan di dalam Pasal 1 ayat (8) Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 disebutkan juga bahwa Satuan Polisi Pamong Praja,
yang selanjutnya disingkat Satpol PP, adalah bagian Perangkat Daerah dalam
penegakkan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan

ketentraman masyarakat.
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Berdasarkan hasil telaah dan temuan penulis terkait permasalahan yang terjadi
di beberapa wilayah di Kabupaten tentang adanya permasalahan yang menyangkut
ketentraman dan ketertiban yang disebabkan oleh maraknya Pedagang Kaki Lima di
sejumlah titik, maka perlu adanya tindakan tegas dari Satuan Polisi Pamong Praja.
Hal tersebut sejalan dengan amanah yang terdapat dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Pamekasan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Pedagang Kaki

Lima.

Dalam tulisan ini, penulis akan mencoba mengkaji beberapa poin yang dapat
dijadikan sebagai indikator penilaian terhadap tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. Diantaranya adalah akuntabilitas,
Responsivitas, dan Efektivitas dalam penegakan perkada terkait tupoksi Satpol PP
Kabupaten Pamekasan. Berdasarkan dokumen Renstra Kabupaten Pamekasan tahun
2018-2023, pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja belum maksimal pada
tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan), ini
dikarenakan layanan tidak mencapai target sebab penanganan terhadap gangguan
ketentraman dan ketertiban umum masih tinggi dan tingkat penyelesaian juga belum
optimal, serta penegakan peraturan daerah juga belum optimal walaupun setiap ada
pelanggaran peraturan daerah dapat ditangani dan terselesaikan, pelanggaran tersebut
sering kali terulang kembali dan belum memberikan efek jera kepada masyarakat. Hal
ini menunjukkan Satuan Polisi Pamong Praja belum memberikan manfaat yang besar

ditengah masyarakat. Adapun berkenaan yang belum mencapai target dipengaruhi

Xi
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oleh beberapa faktor juga antara lain minimnya dukungan sumber daya yang ada,
baik sumber daya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja maupun anggaran dan sarana

prasarana pendukung lainnya.
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ABSTRACT

ENFORCEMENT OF REGIONAL REGULATION IN IMPLEMENTATION
OF MAIN DUTIES AND FUNCTIONS OF SATPOL PP REVIEWING FROM
LEGAL NORMS PERSPECTIVE IN PAMEKASAN REGENCY (CASE
STUDY OF CONTROLLING STREET VENDORS)

Referring to Article 1 point 1 of Presidential Regulation Number 125 of 2012
concerning Coordination of Arrangement and Empowerment of Street Vendors, the
so-called Street Vendors (PKL) are business actors who carry out trading business
using movable or immovable business facilities, using city infrastructure, facilities
cities, public facilities, land and buildings owned by the government or private sector
that are temporary/not permanent. Street vendors as part of the informal sector
business have the potential to create and expand employment opportunities,
especially for workers who lack adequate skills and expertise to work in the formal
sector because of the low level of education they have, for that it is necessary to take
actions or policies from the Regional Government so as not to cause problems in the
community. In solving the problem of controlling street vendors, they require them to
look at the problem from various aspects, and not only from one aspect. In this
context, the Head of the Pamekasan Satpol PP which is an institution that carries out
security and order in the community must continue to take corrective steps in all
aspects of its activities, in order to improve the performance of its apparatus,
considering that there will be more protests and complaints from both road users and
residents. from the street vendors themselves who sell on the roadside. Based on the
results of the research that the author did in the field, it turns out that the conditions
for controlling street vendors are not firm, so it can be concluded that the ideal
control of street vendors is difficult to realize because in reality there are still Satpol
PP officers in Pamekasan Regency who control street vendors with compassion and
not have the heart to deal with traders whose stalls/businesses must be forcibly
dismantled when there is a security and border raid.

Keywords: Street Vendors, Satpol PP, Regional Regulations
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ABSTRAK

PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DALAM PELAKSANAAN TUGAS
POKOK DAN FUNGSI SATPOL PP DITINJAU DARI PERSPEKTIF NORMA
HUKUM DI KABUPATEN PAMEKASAN (STUDI KASUS PENERTIBAN
PEDAGANG KAKI LIMA)

Melihat Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2012 tentang
Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, yang disebut dengan
Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah pelaku usaha yang melakukan usaha peraturan
daerahgangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak,
menggunakan prasarana kota, fasilitas kota, fasilitas umum, lahan dan bangunan
milik pemerintah atau atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap PKL
sebagai bagian dari usaha sektor informal memiliki potensi untuk menciptakan dan
memperluas lapangan kerja, terutama bagi tenaga kerja yang kurang memiliki
kemampuan dan keahlian yang memadai untuk bekerja di sektor formal karena
rendahnya tingkat pendidikan yang mereka miliki, untuk itu perlu dilakukan tindakan
atau kebijakan dari Pemerintah Daerah agar tidak menimbulkan persoalan di
masyarakat. Dalam pemecahan masalah penertiban PKL mengharuskan mereka untuk
melihat permasalahan dari berbagai aspek, dan bukan hanya dilihat dari satu aspek
semata. Dalam konteks ini Kepala Satpol PP Kabupaten Pamekasan yang merupakan
intitusi yang melaksanakan keamanan dan ketertiban dimasyarakat harus tetap
melakukan langkah-langkah perbaikan dalam segala aspek kegiatannya, dalam rangka
meningkatkan kinerja aparaturnya, mengingat akan semakin banyak munculnya
protes dan komplain baik dari warga masyarakat pengguna jalan maupun dari para
PKL itu sendiri yang berjualan di pinggir jalan.Berdasarkan hasil penelitian yang
penulis lakukan di lapangan, ternyata masih ditemukan kondisi penertiban PKL yang
tidak tegas, sehingga dapat disimpulkan bahwa penertiban PKL yang ideal sulit untuk
diwujudkan, karena pada kenyataannya masih terdapat petugas Satpol PP Kabupaten
Pamekasan yang melakukan penertiban PKL dengan rasa iba dan tidak tega terhadap
para pedagang yang lapak/usahanya harus dibongkar paksa ketika ada razia ketertiban
dan keamanan.

Kata Kunci: Pedagang Kaki Lima, Satpol PP, Peraturan Daerah
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